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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

1) Setelah melakukan penelitian di CV.X maka hasil diketahui 

bahwa CV.X belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai 

wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan 

yang ada. Dari hasil penelitian selama bulan Januari sampai 

dengan November 2016 ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian 

antara jumlah karyawan yang berada di CV.X dengan jumlah 

karyawan yang dilaporkan. Hal ini berarti selama ini CV.X 

belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

sesuai yang seharusnya Selain itu tidak semua pendapatan 

dilaporkan. CV.X hanya melaporkan pendapatan yang dipungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN hanya dipungut pada 

pihak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

memerlukan faktur pajak. 

2) Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai CV.X sudah 

dilaporkan dengan tepat waktu namun jumlah penghasilan yang 

dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah peredaran bruto yang ada 

pada laporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan 

diketahui bahwa CV.X hanya memungut pajak pada pihak yang 

meminta faktur pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CV.X telah 

melakukan tax evasion.  
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3) Setelah melakukan analisis terhadap kondisi CV.X maka 

perencanaan pajak yang tepat bagi CV.X adalah dengan 

menggunakan metode perhitungan PPh pasal 21 gross up.  Hal ini 

dapat menguntungkan dari sisi karyawan maupun dari sisi 

perusahaan karena merupakan biaya deductable. Sedangkan 

untuk perencanaan pajak PPh badan CV.X sebaiknya merubah 

biaya-biaya yang non deductable menjadi biaya yang deductable. 

Selain itu CV.X juga bisa memaximalkan biaya deductable untuk 

meningkatkan kualitas perusahaan dan kesejahteraan karyawan 

yang nantinya dapat mengurangi pajak terutang seperti pemberian 

tunjangan pajak, beasiswa, dan pemberian seragam keselamatan. 

Sedangkan untuk tax planning Pajak Pertambahan Nilai, CV.X 

sebaikanya melakukan pembelian dari Pengusaha Kena Pajak 

agar mendapatkan PPN-M sehingga dapat mengurangi PPN-K 

yang akan berdampak pada pajak yang dibayarkan agar tidak 

teralu besar.  

 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menganalisis dalam satu 

tahun buku dikarenakan keterbatasan waktu sehingga penelitian ini hanya 

menggunakan data 1 Januari  2016 hingga 30 November 2016 sehingga 

pajak penghasilan yang dihitung tidak merepresentasikan PPh terutang 

dalam satu tahun buku 
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5.3. Saran 

Saran untuk CV.X adalah sebaiknya perusahaan mengikuti program 

yang sedang dicanangkan oleh pemerintah yaitu tax amnesty. Dengan 

mengikuti tax amnesty maka CV.X tidak akan dikenakan sanksi 

perpajakan maupun sanksi pidana, selain itu wajib pajak tidak akan 

diperiksa oleh penyidik. Saran lain untuk CV.X  adalah sebaiknya pada 

tahun 2017 CV.X mulai melaporkan semua pajak penghasilan baik pajak 

penghasilan pasal 21 maupun pajak penghasilan badan serta Pajak 

Pertabahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang ada. 
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